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iehadiran Undang-undang Perkawinan ini merupakan

.

suatu kKeberhasilan politik hukum di bidang unifikasi hukum
'perkawinan yang berlaku untuk semua warga negara, tetapi
lebih dari itu, bidang hukum perkawinan termasuk lapangan
hukum yang sangst peka, karens menyentuh nilsi budaya dan
sendi-sendl agama atau kepercayaan. Singkatnya karena ma-
csalah perkawinan ini merupakan suatu hal vang sangat pokok
dalam kehidupan manusia, sehinggs tidak hanya merupsakan
lembzga kemasyarakatan, tetapi juga lembaga kesgamaan vang
ada dalam kehidupan manusia di dunia ini.

Perkawinan antar agama sebenarrnva bukanlah suatuy
vang sedevhana,. tetapl memerivkan pemikiran tentang ha-
faimesna pelaksansan perkawinan antar agama tuo Yang menja-

di masalab, karena undang-undang perkawinan menempatkarn
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ketertuan hukum agama sebagsi szlsh ssztue syarat zaznnys
perkawlinan .
Kezbgahan suatu perkawinan adalah gangat penting

artirya balk deri segi agama dan kemasyvarakatan, mE LU
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dari segi agama dan kKemasyara atan, maupun dari segi ho-
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sum; dari segl agams don kemasyarskatan suatuy perkawlinan

!

veng sah memberikan rass amen dsn tenteram kepada pasangsn
vang bersangkutan, karena =sesuai dengan norma vang berlaku
dalam masysrakat. Dari segi hukum suatn perkawinan vang

sah wmenimbulkan akibat hukum yang sah pula.



Hal ini =sangast menunjang terbentuknys keluarga bshagia dan
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kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahas Esa beserta tujuan
vang hendak dicapai oleh sutau perkawinan sebagaimana di-

rumuskan dalam pasal 1 YUndang-YUndang Nomor 1 Tahun 1974 .
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Dengan =zlasan seperti itulah, maks untuk mengetahoni

bhagalimana pelaksanaan perkawinan antar agama setelah ber-

an

lakunya Undang-Undang No.1l Tahun 1974 di Kantor Catatan
Sipil Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana pula cara penye-
lesaiannyas bila terjadi kesulitan dalam perkawinan antars
agama karena di dalam pasal 7 ayat 2 Gemengde Hurlijken
Regeling (selanjutnya disingkat GHR) disebutkan bahwas
"Pertedaan agama, bangsa atau assal itu sama sekali bukan-
lah menjadi hslangan perkawinan'. Maks dari itn, perkawi-
nan antar agams setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 di Kabupaten Sidoarjo merupakan pokok pemba-
hagsan dalam penulisan yvang mensrik dan menjadl slazan saya
urntuk memilih Judul skripsi ini.

Tujuan penelitian zdalak untuk mencari Jawaban dari
permesalahan yang dapat digunskan sebagsai bahan untuk pe-
nyuscnan skripsi. Untuk kehenaran dsari skrip=si itu sendiri
vang dapat dipertanggungiawabkan khususnyva tentang perksa-
winar antara agama setelah berlakunys Undang-Undang Nomor

1 tabun 1974.



Dalam skripsi ini says menggunakan penedakstan Y-
ridis normatif yaitu pendekatan dengan berpangkal pada dua
aspek
- Aszpek yuridis, yaitu hukum perkswinan didalam Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 yang merupakan hukum perka-
winan yvang bersifat nasional yang menjadi penghalang
bagi perkawinan antar agama.

- Aspek sgams, yzitu ketentuan-ketentusn sgams apapun jugs

vang tidak menganjurkan dilangsungkannya perkawinan an-

Cleh karena itu data utama vang dipergunakan adalah dats
sekunder. Data sekunder yang dipergunakan adalah Undang-
Undang Nemor 1 tahun 1974 jo. Persturan Pemerintah Nomor 4
tahun 1875 darn GHR serts literatur vang berksitan dengan
skripsi. Selanjutnya dats sekunder ini didukung oleh data
primer berups wawancars dengan peiabst Kantor Catstan 0i-
pll, Kantor Urusan Agams dan Pendets di Sideoss
Untuk menyusun skripsi ini, isngkah awal adslah
dengan merbaca peraturan perundang-undangan don literstur
vanug ads ksitannya dengan skripsi sebagal tahap pengenalan
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dan vemantapan rumussn masslsh stzo meteri penn
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landitnya pengnmpulan dats ditunjang dengan wawanosar
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an,

sudah terkuwmpul diclah dengs metode de-
duktif, yaitu bertolak dari hel yang umum islah peraturan

perundang-undangan ke hal vang khusus ialsh masalsh vang




data yang Jdipergunakan dalam shkripsi ini

vELitn secara kBEualitat

pede

menberikan uralan vang berso

vaiig memberibksn gambaran secscs Ulel kareans b
vacd diperol tudak beruns angks-asnghs statistik, melairn
s berups gambaoan
Jdadwsl waktu penclitian vang digunskan dalam mern -
catrl data dibagl dalawm bebevaps Tase yalitn
- Fase pendompuizn data 05 Bolan.
Faas pengolahan dats s
o S STt b PoRuglan
B 5 int ceiman antas
pgevs vairtn Kantory Totatan Sipll, warvens Lantor Urusan A
nETy s

Sepertl voang
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Temerintah Nomor 9 Tahun 1975% vang menvatakan bahws e

wawinan-perkawinan vang secsra Ielam saja vang menjadi we-
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wenang Kantor Urusan Agams .
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Pelaksan
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an pencatatan pe antar agama yvang

dilakzganaksr 41 Kantor Catsatan Sipil itu tidsk menutup He-

ahk saty pihak tidak wme-
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munghinan untuk ditolsk, karena =a

terilil sysrat-syaratnyas yvang telah ditentuksn dsliam melak-
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zanalan perkawinannys tersebut. Untuk itn mereks dapat



siengajukan permchonan kepsads Pengsdilan Negeri zstempst
sgar memberikan iJin kepads mereksa untuk melangsunghkan

perkawinannya dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

GHR ¢S5, 1898 HNomor 158) itu tetap beriaku dalasm pelakss-

naan perkawinan antar agama selama Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 itu tidak mengaturnya, sebagaimana yang diatar
dalam Aturan Perazalihan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 18974 .



